BAB IV

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan,

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1.

Pelaksanaan peran Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam upaya
meminimalisasi sengketa tanah di Kota Padang telah dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
PPAT berperan penting dalam menciptakan tertib administrasi pertanahan
melalui pembuatan akta otentik, pemeriksaan dokumen, dan pemberian
penjelasan hukum kepada para pihak sebelum dilakukannya transaksi
peralihan hak atas tanah.

Tantangan yang dihadapi oleh PPAT dalam pelaksanaan tugasnya antara
lain meliputi kurangnya kelengkapan dokumen dari para pihak, rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum pertanahan, tumpang
tindih hak atas bidang tanah, serta kurang optimalnya koordinasi antara
PPAT dengan instansi terkait seperti BPN, pemerintah daerah, dan
lembaga peradilan. Tantangan tersebut berpotensi menimbulkan kesalahan
administratif dan memicu sengketa tanah apabila tidak ditangani dengan

tepat.

. Upaya yang dilakukan oleh PPAT dalam menghadapi tantangan tersebut

meliputi penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap proses pembuatan

akta, peningkatan kompetensi melalui pendidikan berkelanjutan,
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pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pelayanan, serta
peningkatan sinergi dengan instansi pemerintah dan aparat penegak hukum.
Selain itu, PPAT juga turut memberikan penyuluhan hukum kepada
masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan pentingnya legalitas dalam

transaksi pertanahan.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kemukakan sebagai hasil dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.

Bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), PPAT dalam menjalankan
tugas, fungsi, dan kewenangan sudah dijalankan dengan sebaik-baiknya
sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Harapan kedepannya untuk terus
meningkatkan profesionalisme, integritas, serta konsistensi dalam
menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya.
Hendaknya menolak permintaan pembuatan akta yang tidak memenuhi
ketentuan hukum dan senantiasa memberikan edukasi kepada masyarakat
terkait pentingnya akta otentik dalam peralihan hak atas tanah. Dengan
pelaksanaan peran yang baik, diharapkan potensi timbulnya sengketa tanah
dapat diminimalisasi dan tercapai kepastian hukum dalam masyarakat.

Bagi Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan instansi pemerintah terkait,
disarankan untuk memperkuat kerja sama dengan PPAT, khususnya dalam
hal pertukaran data dan informasi, serta mempercepat proses pelayanan
pertanahan secara elektronik guna mendukung akurasi data dan mencegah

terjadinya sengketa.
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3. Bagi masyarakat, diharapkan untuk lebih meningkatkan pemahaman
terhadap aspek legalitas dalam transaksi tanah. Masyarakat hendaknya
menggunakan jasa PPAT secara tepat dan mengikuti prosedur hukum yang
berlaku guna memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hak atas
tanah, dengan cara mempersiapkan dokumen-dokumen secara lengkap dan
benar serta memhami isi akta yang ditandatangani. Dengan demikian, hak
dan kewajiban masing-masing pihak dapat terlindungi serta potensi

timbulnya sengketa tanah dapat diminimaliasikan.
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